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ABSTRAK 

 

 
Pos Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk usaha negara untuk 

mewujudkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Posbakum memiliki 

peranan antara lain: pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, bantuan 

pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan penyediaan informasi. Bantuan 

hukum yang diberikan oleh posbakum mencakup keseluruhan bantuan yang dapat 

diberikan oleh advokad secara penuh. Rumusan Masalah dari penelitian ini 

sebagai berikut: Bagaimana peran Posbakum untuk memberikan Bantuan Hukum 

terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok dan Apakah hambatan- 

hambatan yang dialami Posbakum untuk memberikan Bantuan Hukum terhadap 

terdakwa di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara dan studi kepustakaan. Jenis dan sumber data yang diperoleh baik 

primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 

deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan memperoleh kesimpulan yaitu, 

Posbakum Pengadilan Negeri Koto Baru Solok telah menjalankan perannya untuk 

memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa dari awal pemeriksaan terdakwa 

di persidangan sampai dengan putusan. Walaupun di dalam menjalankan perannya 

membantu terdakwa Posbakum menemui hambatan-hambatan seperti hambatan 

yuridis : yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya bantuan 

hukum, hambatan teknis : yaitu sulitnya prosedur menghadirkan saksi bagi 

terdakwa, penasehat hukum sulit meminta atau mendapatkan berkas acara 

pemeriksaan tersangka dan pendanaan atau anggaran dana posbakum. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

keberadaan Posbakum. 
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